
 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 

NOMOR   63  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG  

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata 
cara penghapusan Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Bandung. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

  4. 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

 
 
 

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

 
 

 
 
 

 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 4488); 

 

 
 

 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagai Pajak Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan 

Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 17); 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2016 Nomor 6); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi 
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 

 

 

 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 

 

 

 

 

 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016 Nomor 56); 

 

 

 

 

 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2012 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 36 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 29); 

  25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai 

Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 37) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai 

Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8); 

  26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bandung 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 
51). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN 
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 
   

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan  Kabupaten Bandung. 

5. Bidang Pendapatan II adalah Bidang pendapatan II pada 

Dinas. 

6. Peneliti adalah Pegawai yang diberi tugas melakukan 

penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang 
ditunjuk dengan Keputusan Bupati. 

7. Juru Sita adalah Pegawai yang mempunyai kompetensi 
dibidangnya yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. 

8. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Daerah untuk memegang Kas Daerah. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau 

disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan. 

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pendalaman dan/atau laut. 

12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah 

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
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13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan 
dikenakan kewajiban membayar pajak. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga 

dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi 
kolektif. 

16. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok 
ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk 
pembayaran atas sanksi administrasi pertanggal jatuh 

tempo pembayaran PBB. 

17. Pokok ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar 

yang tercatat dalam basis data PBB. 

18. Daftar nominatif adalah daftar yang berisi data objek 

pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk 
setiap Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan 
pemeliharaan basis data. 

19. Penghapusan adalah menghapuskan atau menghilangkan 
besarnya pokok tunggakan dan sanksi administrasi. 

20. Kedaluwarsa adalah berlakunya sesuatu waktu tertentu 
atas keputusan. 

 
 
 

BAB II 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 2 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 
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(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

 
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 
 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan  
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak 

 
 
 

BAB III 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
 

Pasal 3 

 

(1) Penghapusan secara massal yaitu penghapusan piutang 
PBB yang sudah memenuhi daluarsa penagihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
 

(2) Penghapusan secara rutin, yaitu penghapusan piutang 

PBB yang dilakukan secara tahunan, setelah memenuhi 
kreteria untuk dihapuskan. 

 

 

 

Pasal 4 

 

(1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati 

membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi meliputi Sekretariat Daerah, OPD yang 

membidangi pengawasan, Keuangan, Aset, hukum, dan 
OPD terkait lainnya. 
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(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggungjawab kepada Bupati. 
 

 
 

Pasal 5 

 

(1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang dapat dihapuskan adalah piutang yang 
tercantum dalam:  

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 

b. Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Tagihan 
Pajak Daerah (STPD); 

c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 

Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar bertambah; 

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak 
dapat ditagih lagi karena : 

a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan; 

b. objek Pajak double ketetapan; 

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah 
daluwarsa; 

d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak 
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara 
optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

di bidang perpajakan; 

e. hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak 

dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu 
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 

dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

 

 
 

Pasal 6 
 

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang 
pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi 

dan/atau penelitian lapangan oleh Bidang Pendapatan II. 
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(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Peneliti, Jurusita Pajak dan Kepala Seksi Bidang 
pendapatan II hasilnya dituangkan dalam laporan hasil 

penelitian. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang 

pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk 
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat 

ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. 

 

 
Pasal 7 

 

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Bidang 

Pendapatan II menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang pajak. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim 
Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

(3) Tim Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 
daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah 

dilakukan penelitian untuk diusulkan penghapusan 
piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat 

pertimbangan. 

(4) Tim Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan dengan keputusan bupati. 

 
 

Pasal 8 

 
Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati 
menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan 

piutang pajak. 

 
 

Pasal 9 
 

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan 
piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melakukan 
Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

berlaku. 
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Pasal 10 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan pemberian 

penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi 
atas kewajiban pembayaran PBB P2. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. wajib pajak terutang mengajukan surat permohonan 

kepada dinas melalui petugas pelayanan PBB dengan 
melampirkan Foto copy identitas wajib pajak atau foto 

copy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan 
dan SPPT PPB-P2 tahun pajak terutang; 

b. berdasarkan permohonan wajib pajak terutang, petugas 

pelayanan menyampaikan kepada seksi penagihan 
untuk dilakukan penelitian dan analisa oleh Peneliti dan 

Juru Sita Pajak atas permohonan dimaksud; 

c. hasil penelitian dan analisa sebagaimana dimaksud 

pada huruf b merupakan dasar rekomendasi Bidang 
Pendapatan II tentang persetujuan penghapusan pokok 
tunggakan dan/atau sanksi administrasi PBB P2. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 11 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 
a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 
Nomor 50); dan 
 

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2014 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
 

 
Pasal 12 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
   
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 16 November 2016 
  

 BUPATI BANDUNG 
  

 ttd 
  
  

 DADANG M. NASER 
  

  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 16 November 2016  
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

  

ttd  
  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN  2016  NOMOR 65 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


